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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Entikong mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja 

yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Awal Tahun 2024. Penetapan Kinerja 

ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 

BKIPM Entikong 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Indikator Kinerja 

pada tahun 2024 telah banyak mengalami penyesuaian nomenklatur dan target, bila 

dibandingkan nomenklatur Indikator Kinerja dan Target yang tercantum dalam Keputusan Kepala 

BKIPM nomor KEP.44/BKIPM/2020 tentang Rencana Strategis BKIPM Tahun 2020-2024. 

Sebagian besar penyesuaian target tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan 

nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Entikong serta kondisi dinamika nasional. 

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 secara keseluruhan termasuk berhasil, dengan capaian 

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama tahun 2024 yaitu Triwulan I sebesar 114,62% 

berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. 

Indikator Kinerja yang telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut : 

a. Dari 13 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, 

terdapat 2 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, 14 IKU belum 

ada pencapaian karena pengukurannya dilakukan secara semesteran dan  tahunan. 

b. Uraian 2 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan, 

yaitu : 

1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong target 84 

realisasi 91,76 (109,24%); 

2. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja 

lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong target 80 realisasi 100 (120%); 
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PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG  
 

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas 

yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam 

bentuk penyusunan laporan kinerja. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan (BKIPM). Balai KIPM Entikong mempunyai tugas menyelenggarakan 

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta 

keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Entikong 

dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan 

efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai 

KIPM Entikong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk 

mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu 

peningkatan kinerja pada Balai KIPM Entikong serta sarana untuk mendapatkan 

masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Entikong. Selain untuk 

memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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